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BUPATI SiNJAI
PROVINS| SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAL
NOMOR LL4 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

o

KRABUPATEN SENJAI TAHUN 2021
BUPATI SINJAI,

bahwa berkenaan dengan perkembangan keadaan vang
twiak sesual dengan asums: kerangka ekonomi daerah
vang berdampak rterhadap Pagu vang mengakibatkan
terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja
dan pagu kegiatan dan untuk melaksanakan keteruan
Pasal 367 avat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Teahun 2017 tentang Tata Carn  Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daersh, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daersh tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Carn Perubahan  Rencana Pembangunan Jangka
Panjang  Daerah, HRencana  Pembangunan  Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Dserah,
perlu menetapkan Perubaban Rencana Kerja Perangkat
Dacrah Kabupaten Sinjai Tahun 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebapaimana dimaksud
dalam hurul a, perlu menectapkan Keputusan Bupati
tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Peranghat
Daerah kubupaten Singai Tahun 2021:

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959  tentang
Pembentukan Daerah-dacsrabh Tingkat 1| i Sulawesi
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang  Nomor 28  Tahun 1999  tentang
penvelenggarann Negara vang Bersih dan bebas Korupsi,
holes:  dan  Nepotisme [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1851

Undang-Undang Notvor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Mogara (Lembaran Negara Republile Indenesia Tahoan 2003
Momor 47, Tambahan Lembaman MNegara Republik
Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahum 2012 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
234y,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587] sebagalmana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 56T9);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomaor 137, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomer 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Ewvaluasi Pelaksanaan rencana
Pembangunan ([Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik iIndonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Momor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4664,
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pedoman Evaluaai
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesta Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah | Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangks Menengah
Dwerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka
Menengah Dasrah, dan Rencana Kerja Pemerintah Dasrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1313);
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Peraturan Menteri Dalam Megeri 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T114 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Koderfilkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomeor 1447 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri 40 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 590§;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2
Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah [Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2010 Nomor 2);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinai Sulawesi Selatan Tahun 2008-
2018 |[Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 243) Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2008-2018 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selgtan Tahun 2015 Nomer 7 tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

Peraturan Gubermnur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Sulawesi Selatan Nemeor 25 Tahun 2019 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tehun
2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2020 Nomor 57);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Muayawarah Perencanaan Pembangunan — Berbasis
Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2005 Nomaor 8);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tadnum 2013 tentamg Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai
tahun 2005-2025 [Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah
tlengan Peraturan Deerah Nomor 16 Tehun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013
tentang Hencana Pembangunan Jangka Panjang Daesrah
Kabupaten Sinjai tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjal Nomor 115);



28,

31.

31.

33.

-5

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 129)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Fembentukan dan Susunan Perangkat Daerah |[Lembaran
Daerah HKabupaten Sinjai Tahun 2016 MNomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomer 93},
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Namaor 152):

Peraturan Daerash Nomor B Tahun 2021 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor B8,
'I;.;:]th!hm Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor

Peraturan Bupati Sinjai Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18);

Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93];

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021
(Berita Dasrah Kabupaten Sinjai Tehun 2020 Nomaor 23);

Peraturan Bupati Nomor 59 tentang tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2020 Nomor 59|, sebegaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22
tahun 2021 tentang Perubahan Ketige Atas Peraturan
Bupati 59 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021
{Berita Dasrah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 22);
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Peraturan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14
Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18);

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2021 Nomor 24);

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 31);

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022
(Berita Daerah Kabupaten Sinjal Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA

KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN
2021.

! Menetapkan Perubshan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Sinjai Tahun 2021, selanjutnya disebut
Perubahan Renja Perangkat Daerah, merupakan dolumen
perencanaan  Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang
berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Sinjai.

: Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 memuat evaluasi renja sampai dengan
triwulan II Tahun 2021, rencana kerja dan pendanaan
perangkat daerah tahun 2021 dalam rangka pelaksanaan
urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan
pitihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Permngkat

. Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 menjadi:

AL pedoman penyusunan Perubahan Rencana Herja
Perangint Daerath; dan

b. bahan penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.

: (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Perubahan Rencana
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai di linglkungan
Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:
Sekretariat Daerah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah;
Inspektorat Daerah;

Dinas Pendidikan:

Dinas Kesshatan;

PAD g
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Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan;

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran;

Dinag Sosial;

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

Dinas Ketahanan Pangan;

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat den Desa;

Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi, Informatika dan Pergsandian:
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga

Kerja;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Dinas Pemuda dan Oahraga;

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Dinas Perikanan;

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan
Perkebunan;

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi
dJumber Daya Mineral;

Badan Perenicanaan Pembangunan Daerah;

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daesrah;

Badan Penapatan Daergh

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia dan Aparatur;

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Kecamatan Sinjai Utars;

Kecamatan Sinjal Selatan;

Kecamatan Bulupoddo;

n:m: Kecamatan Tellulimpoe;

.
= B
Pp.

Kecarmmatan Pulau Sembiteon,;
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik: dan
Rumah Sakit Umum Daerah,.

Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayvat (1} tereantum delam Lampiran yang

Bummpnimn_m bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
pati ini.

: Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam diktum ke empat

tercantum dalam Dokumen Perubahan Renja masing-masing
Perangkat Daerah



Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan
Bupati DSinjai.




1.1

1.2

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
ROMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN RENCANA
EKERJA PERANGHKAT DAERAH
KABUFATEN SINJAI TAHUN 2021

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANOKAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

BAB |
FENDAHULUAN

Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Rerija
Perangiat Daerah) yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renja
PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen perencanaan perangkat
daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Rencana kerja disusun
sebagai penjabaran atas Rencana Kerja Perangkat Daerah (REPD.
Perubahan Renja PERANGKAT DAERAH sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksansan urusan pemerintahan wajib
dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap
perangkat daerah.

RKPD HKabupaten Sinjai Tahun 2021 telah ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 17 Tahun 2021. Sejalan
dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Perubahan Renja
PERANGKAT DAERAH sebagai bentuk penjabaran RKPD. Ruang
hingkup Perubahan Renja PERANGKAT DAERAH yang disusun memuat
program dan kegiatan tahun 2021, sesuai dengan RKPD dimaksud.

Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daersh Kabupaten

Sirgad Tahun 2021 adalab:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat IT di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1823;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomeor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Megara Republik Indoesia Tahun 3004 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang WNasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahua 2007 Nomer 33
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indoesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
' teiah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tehun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s601);

Persturan Pemerimtah Nomor 55 Tehon 2005 tenteng Dama
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemaor
45735);

Peraturan Pemerintabh Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664];

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian [ntern Pemerintah (lambaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890):

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daergh [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lermbaram Negera Repuobiiik ndoresta Hommor 604 1§
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Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedus Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daecrah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011
Nomor 3100;

Peraturan. Menteri Dalam Negerd Momor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan CGender di Daerah,
sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Cender di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor B0 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Deerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nemeor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Dasrah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Dacrah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keusmger Daerah {Lembaran Deereh Kabupaten Sinjed tahwum 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 3injai Nomor
T8);

Pm"atu.nmn Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik
[Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan
Cender Kebupaten Sinjai [Lembaran Daerah Kabupaten Sinjad
Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabuparten
Sinjai Nomear 54|;
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29.

26.

7.

28,

30.
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Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2005-2025} Lembasan Dacrah Kabupaten Sinjal Tabun 2012 Nomor
15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
a7)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16
mun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15

un 2013 tentang Rencana Pembangunan Jan an
Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem
Perspcanesn Pembangunan Deersh (Lembags Dasrgh Kahupaten
Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 65);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susinan Perangkat Naerah [lemharan Dasrah Kahupaten Sinjai
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 93);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2018-2023 [Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor
4, Tambahan Lembaran Daerah HKabupaten Sinjai Nomor 129),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lemabran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 167);

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemenintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomer 17);

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Smjai Tahun Anggmran 2021 (Berita Uaerah Kabupaten Smjai
Tahun 2021 Nomor 31);

Maksud dan Tujuan.

Penyuainan Perithahan Renja PERANGKAT DAERAH Tahun 2021

dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PERANGKAT DAERAH
berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2021 dalam rangka
mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023,
Adapun tujuannya adalah untul:

1.

Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menyusun
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021;

Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan,
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BAB 11
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB | : PENDAHULUAN

Latar Belakang
Landasan Hulkum
Maksud dan Tujuan
Sistematika Penulisan

it Bl el Bl
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BARB I : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD S/D TRIWULAN I

TAHUN 2021
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan
Triwulan [l Tahun 2021

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BABITT : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DALAM PERUBAHAN

RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB IV  : PENUTUP

BAB [l
RINCIAN PERUBAHAN RENCANA KERJA FERANGEAT DAERAH

Bab ini :nunu.lt seluruh dokumen F'uruhahun Renja Perangkat Daerah
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Daerah;
Sekretnrﬂx Dewan Perwakilan Rakyat Daersh;
Inspektorat Daerah;
Dinas Pendidikan;
Dinas Kesehatan;
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
Dinas Sosial;
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;
Dinas Ketahanan Pangan;
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Dinas Pemuda dan Olahraga;

Dinas Pariwisats dan Kebudayaan,

. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,

. Dinas Perikanan;

. Dinasa Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;

. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral,
. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
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27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

28. Badan Penapatan Daerah

29. ;l&dm Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
paratur;

30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

32. Kecamatan Sinjai Utara;

Kecamatan Sinjai Selatan,;

Kecamatan Sinjai Barat;

Kecamatan Sinjai Timur;

Kecamatan Sinjai Tengah;

Kecamatan Sinjai Borong;

Kecamatan Bulupaddo:

Kecamatan Tellulimpoe;

Kecamatan Pulau Sembilan;

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

Rumah Sakit Umum Daerah.

BESBRURREE

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah, sebagai
bentuk penjabaran dari REFD Kabupaten Sinjai Tahun 2022 vang telah
ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sinjai Nomer 17 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja FERANGKAT DAERAH ini diharapkan dapat
semakin realistis dalam penentuan tujuen, sasaran, program dan kegiatan
beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran
mehnnmun jangka menengah Kabupaten Sinjai, sehingga akan terwujud
cita-cita pembangunan "Terwujudnya Masyarakat Sinjai vang Mandiri,
Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
vang Unggul dan Berdaya Saing”.

5 GADHISTA ASAPA



KATA PENGANTAR

Setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara
sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan
sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta parallel dengan
Pasal 7 Undang-Undang Nomar 25 Tahun 2004 yang mewajibkan setiap Perangkat
membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daearh yang disusun dengan
berpedoman kepada Renstra Perangkat daerah dan mengacu kepada RKPD.

Perubahan Rencana Kera (P-Renja) sebagai dokumen perencanaan satuan
kera perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program/kegiatan dalam satu
tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

Akhimya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membaniu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 ini. Semoga
program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan
bermanfaat bagi masyarakat.

Sinjai, 18 Agustus 2021

Lukman Dahlan,
Pangkat : Pembi

AP., M.Si
Ltama Muda
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BAB 1
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjamin akurasi kegiatan Peranghkat Daerah vang berjalan
secara efektf dan efisien dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin
tercapainya tujuan yang ditetapkan, maka diperlukan perencanaan
pembangunan yang baik

Perencanaan Pembangunan daerah harus memiliki strategi sehingga
perencanaan yang dihasilkan bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten
Sinjai dapat memberikan kepastian, kebijakan dalam melaksanakan
pembangunan daerah yang berrkesinambungan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sinjai Nomor
695 Tahun 2020 memuat Implementasi Program dan Kegiatan yang akan dicapai
selama periode 1 (satu) tahun.

Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2020, maka perlu
dilakukan perubahan karena berdasarkan hasil cvaluasi dalam tahun berjalan
sampai dengan Triwulan || menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan yaitu Pergeseran pagu kegiatan, penambahan atau
pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai unsur
pelaksana pemerintah Kabupaten Sinjai di bidang Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan, dengan sendirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu mengemban tugas dan tanggung jawab, agar proses
pembangunan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dapat
berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis, dan komprehensif
sehingga daat mengarah pada visi dan misi kabupaten Sinjai seperti vang

diharapkan oleh semua pihak

ATUPINTU | HBUP&TEHSIH.H:]TM-IUH 2021
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Terpadu Satu Pintu dituntut mampu menerjemahkannya ke dalam berbagal
bentuk kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah.

L2, LANDASAN HUKUM
Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 adalah
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor &7, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

lﬂlcnun KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturanm
Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234},
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5587) sebapaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Ewvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

10, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional {Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664 )

11, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Ewvaluasi
ﬁmhnﬂaman Pemerintahan Daerah ([Lembaran Negara Republik

: PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
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13.

14.

15

16,

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Rupulﬁﬂ
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tamhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Preduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B6 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

DU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021
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17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik [Lemharmt
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 45);

18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 {Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
115);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2019 Nomor 1114};

20, Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanpgunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);

21, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 [Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 590);

22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Peranghkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atags Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019
Nomaor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjal Nomor 152);

23, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangupan Jangka Panfang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provins| Sulawesi Selatan Tahun 2008

bhmr 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor

m REH'E!I.H!L KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
AL _.mﬂu'ru KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021
ol 5




25,

26.

27,

28.

29,

243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawes)
Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7,
Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2683);
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
65];

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjal Nomor 93;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
langka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjal
Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 [
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);

Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2021 Nomor 71);

Peraturan Bupatl Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2020 Nomor 23);

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita
Daerah Kabupaten Sinjal Tahun 2021 Nomor 18];

. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
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30. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran :

31,

32,

33

34.

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 59), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomeor 22 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021
Nomor 22];

Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 [Berita Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2021 Nomor 24);

Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021
{Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 31);

Keputusan Bupati Nomor 669 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022;

Keputusan Bupati Nomor 869 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub
Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub
Koordinator pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu;

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja 2021 adalah sebagai

pedoman arah kerja bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu, Kebijakan program dan kegiatan disesualkan antara program daerah,

propinsi dan nasional sehingga pelaksanaan program pembangunan akan

semakin efektif dan efisien.

1

Adapun tujuan disusunnya perubahan rencana kerja adalah
Sebapgal panduan penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan
sehingga program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran
dan target yang jelas dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka

RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

' ermu KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021
T




L&.

Menengah Daerah Kabupaten Sinjai dan Rencana Strategis Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Ketiga.

2. Agar program dan kegiatan tipa tahun dapat dilaksanakan secara konsisten
dan berkesinambungan.

3. Lebith meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas unit kerja melalui
perencanaan yang bertanggungjawab.

4. Meningkatkan efektivitas dan produktivitas unit kerja melalui pemanfaatan
kemampuan sumberdaya aparatur secara maksimal dan terukurnya tingkat

capaian kinerja.

SISTEMATIKA PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
Sistematika Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Madal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Tahun 2020, disusun sebagai berikut :
BAB1 PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan dasar pertimbangan
perubahan yang disertai dengan pambaran tentang perubahan kerangka
ekonomi daerah.

BAE Il EVALUAS]I PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN 11

Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah tahun n-1 sampai dengan Triwulan [l Tahun berjalan.

BAE Ill RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran
kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan
alternatif, penambahan atau pengurangan target Kinerja, pagu indikatif,
lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak

mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP,
Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu

mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun

mmﬂ RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN Wsmmu‘ru KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021
&




seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan 'kuhmhﬁn.- iy
kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut,

Ry
+ T
s
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BAB 11
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH S5AMPAI
TRIWULAN 11

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan Il Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga Renstra Tahun 2018-2023, Evaluasi
terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan Il Tahun
2021, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan vyang
dilaksanakan serta capaian dari target program dan kegiatan Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun Tabel
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dillhat pada tabel di bawah ini:

RUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021
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Berdasarkan data hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan triwulan Il Tahun 2021,
terealisasi 5 program, 10 Kegiatan dan 24 Sub Keglatan dari 6 Program, 12
Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, Hal ini
sehagal dampak dari refocusing anggaran yang mengakibatkan beberapa sub
kegiatan, kegiatan, bahkan program dihilangkan. Sebagian telah terlaksana
sesuai dengan output [keluaran) dari kegiatan yang telah ditetapkan dan jika
dilihat dari sisi serapan anggaran dan realisasi kinerjfa rencana kerja sampai
dengan triwulan |l ada beberapa kegiatan yang masih belum optimal dalam
pelaksanaannya, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya refocusing anggaran
untuk pencegahan/ penanganan Covid 19. Adapun Realisasi Belanja Operasi
dan Belanja Modal sampai dengan Triwulan 11 Tahun 2021 :

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Anggaran Triwulan [l Tahun 2020
Urala Jumlah
o Anggaran Healisasi i o il
1 2 3 4 3
BELAN]A OPERASI 3.970.964.386 1.860.042.323 | 2110922063 | 46,84%
Belanja Pegawai 2945535986 1.457.017.364 | 1.488.918.622 | 49.46%
f“ﬂl:ﬂja Harang tian 1.025.028 400 403.024959 |  622.003.441 | 39.32%
BELANJA MODAL: 85.000.000 54.787.065 212.935 | 99,75%
Belanja Modal
Peralutan dan Mesin B5.000.000 B4.787.065 212.935 | 99,75%
Jumlah 4.055.964.386 1.944.829.388 | 2.111.134.998 | 47,95%

2.2  Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sampai saat ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Fintu
Kabupaten Sinjai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertangpung jawab
langsung kepada Bupati Sinjal.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pintu Kabupaten Sinjai terdiri dari:

w RENCANA HERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
- PI.HTLI HKABUPATEN SINJAI TAHUN
BOR1 20




a Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawalan,
c.Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal:
1. Selksi Perencanaan Penanaman Maodal;
2. Seksi Regulasi Penanaman Modal; dan
3, Sehsi Pemberdayaan Usaha Daerah,
d. Bidang Promosi Penanaman Modal:
1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal,
e.Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan:
1. Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
3. Seksi Informasi dan Pengaduan Perizinan.
i. Bidang Data, Sistem Informasi Teknologi dan Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perlzinan:
1. Seksi Data dan Pelaporan;
2. Seksi Sigtem Informasi Teknologi Layanan Perizinan; dan
3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan.
glabatan Fungsional
Adapun Analisis Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

ANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
ADUSATU PINTU KABUPATEN SINJAI TAHUN
g0 21




a8 L8808 NNHY.L I¥INIS NALY N8V NLNId NLVS NAVIEIL NY
NYd THION NYWYNYNId S¥NIO VI EEH ¥NYONTE NVHY SO YD

il uEy[Tag Doy
0| % % * % 0 0 ] o o ] R
OI | BOL | 0T | 001 | 90T | 0DI | 00% | ool | pOL | pol L % o | W% ol % oot | W o1 uenfeluad b | 9
UEUELIad By
UE] USRS
b LEDLET )
¥ !. T o 1 T a L L L ]
01 [ 001 | o0l | 001 | 901 | %8 | @'9A | L'SE | L'SH | 518 | AA'SE RE'SD LGB L'SR £ urEndiny EHapE) | g
T} smsanu)
% WE | Wi P
9 Lo L L8 W o B0 | LEE | BP0 | % TEIN UEE L]
¥ | 821 | 001 | OOr | oO% | 16’9 | 6'5T | - G i} . 14 WILBY | WP | WAr0E fwEsEnay | #
w0
Z b % W i) Eliay wleis |
9L | 001 | 00F | 001 | @0F | EfR | ZIm Q21 | et | BN zit Zit zil ¥il £ 1 -.nﬂums.nnj_ £
e
) pEnOsey
_ﬂ W% | L % i o .___._n!.:j
oz | oo oot | oot (oo | W IR | [l | g - ™ - gl W’ T \omN qeEn| |z
Y (NaWdT (PisEes
¢ | % *h % %% =myraag
OT | 00T | 00F | 001 | @or | 1 I ) £ L I 1 ] 5 L sopsasn geming |
1 O I O O O 2 L g [ 2 E [ % [E z [
Wil ’
HH
W | : o| 8| 8 | 2| » : Wiy |g| v
gp | VOE | BMOZ | LlOE | SIRE | OFOT | . we | 1oz | tor nEoT GB10E ainE £10T 0T L T AVAYHS
kL 1508End n
A8 L
L2, 0 e NV SWDILL L]
am | o | o | rensEs vidas
44 W HOULYRICN
au o
Vi o
HVIVYD CISYE YTV EVEITYIH HYHEYO L0 DNV o VHLENEH 1308V




- e L

| ey it i
N ek By 1[4
i 1 upeEicagaiuay | BT

1 1 TRFgaakALl | eSSy
¥ TE 1L Ay T urereiumadiag | L1

e 1 I e 1

aF lox
&
&
F
#

ML e DHFE oL 41 L L £

pEEpRaAE]
ox mupp gE(ma) | 41

3

i UEIEn Y
TR [FF ] Y (Ve8] [T=11T8 Berd exiyay
t. % e ngap ap LE g ETFUALNGA
Unedey gepund | G
3 UG p

odim o Fiped Esa | o Wi
B P AT
BoL B £ Huduwinjiy gepen| | gL
auLn

] laruzng [eegrpEdy | gL
Ereged(p Tl
ROL oot I 1 g | aHed | afed [ sy yejEnl | EL
i
nerpjabuad
R L]
ep Ul e
uepryRuuad
Fin FUEICUE]TE S
amdu yepaing | gy

= 4
=5

o F
g2
=
¥
=

.
x=
-
Ea
-
—
=
-
-
o
2

= F
#
H
3
2
=

s #
£E

-
F
¥
i
L

B gg B on
WEE | D ES L el

~ofog
FEEmENm
o
=
ﬂ#

&1 aoor f e B S0
wHan HEIT ugiifuspailg | 01
HEUITHS
B uapiissd
TR P
1EHEIRASEL
wrsEndoy Anadre
ey ueacde) [ g

o % k. B T T 05y | DET. | OsE I 1
BT ol 051 DU L] I=H

£
£
£
E
3EE =

00T | 001 1 adey e

0T | il | DOE | DO Jo0T [ opi | OBT L 00T | Om W1 " o HifpR AU | B

“galge

0%
i g1 (erkepp Bupd uz
um i UCry Uil U] | g

% | w " w |5 loe | et |zer | ez 8o ]
eee | o | oser | aen o ot

2ax :aI]n;
£
#
F
£
=

FRwm |
3




%3 1808 NNHV.L I¥INIS NALVANEVA NINId NLYS NavdEaL
N¥ @ T¥AON NVIWYNYNId SYNIA VIEEH ¥NYONTE NVEV S35

unyEEip AL
1Epofy UBLISUNERY

wnap
EmEsE  Yeua] | g

£
|
4iElgsl.

uiyjjexyip Burk
|EpOf] UELEURE: ]
85 | BOT | Whiw T £ :M. 1w sy gEpwng | g
= URENFg
" in Bued prdng
oot 4 OUE,| ¥ Hﬂ!-&uﬂ.ﬂ:— LT
[T e
Wi uEEiR| 8 | Boepp

% o I wmyE gy
0T 1 I pepnlay wsunyoy] | g
UNETE

i Hues jepepy
% s UFLEFFERY B
i I uyusmy yrpunf | sZ

ursodeE]
UER TREARAY
u a ‘Fulsopunpy
TL | Tmg 7T | wog X |y meinde] | 7

Zos
gs
8%
g2
R4
o

8
=
-
-8
i.
&

urd (1} ¢ e Ui
I odey [ | o | BIE B, | O

L -

ANE |2ex
4

£

&

BEie
R35e"

:

IEliN yeyuen] | 27
[C[T3
umedngqry ip
WG EIEUEE e
Feumjucy
Mo | oot 1 odeg | L preeg umacdey | 1E
USR]
umrEAgya
u PO SEuELnE
T O T mrgHunepdy | gz
um
Hnpy) wep
Iy a0

EDESTRILL |
UED EERIEE AT

Hﬂ.ﬂ STIBTLOET | LTEERTIRE | CERLELNE ﬂ.-tuﬂ._._l.i TR LI di) s esaany.
T
ad

e
#
#
£
-

a5

mayE
&




S8 L&08 KNHVL IVINIS NALY4NEY N NLNId NLYS Na0vd433L
N¥{ T¥ION NV YNYNId SYNIT ¥IEaN YNYONTE NYHY 80d5d

b 1 &)
0| %% B, b iy nieg iRy ng Ny g L
ot [oor | oot | oot |00t |2 |21 @ @ | m 7 [4] zt il | Al weyeg gepani | av [

U
E|ng L il | Ll
0at e

o fRog
22 Ex

]
RL L
u ]
T ity EfRl ng ¥y
Wit

ool oot i I Il 1 21 4| i § Zt It Tt weripad;ad myjes | BE

EF

%

B0l | %W [ DOL | 0OL | OE 6 L pam ajun run| uEp qEsn] | g

R
LE SARE dBqUEnE
u e ug| a seyunay e
ool (oot | oot [ oot [¥1 oz @ FI__ |71 wWng X1 | e oFo | ong ¥ | Wma 71 | weg i uBETpaAUR NHEA | 9F
RIe|RER ]
li
£l o i ] o UERIH U]
001 | 000 | oot | BOf | G0t | 0% | 00T | BOL | 0O % 0 % ol | % Bl B ok | % ol wedngey | oo
PP UALTHE U]
remysAil me Y | bE
IFpuy URGrIRLA]
Euepiq
fp toew] chEqus]
BRI EESY
(I ENTTEN
I uidnde] gepang | g

RIE=)
._._-.rﬁn.i._._.lh
] 2 suya] mSuigeny
(118 5 o g e yepung | TE
L [ P
_.I_-....i._._-_-._n_.___r_ LE
ffug usgedngeg
[sELERL HOEnEg

e UG

mag unpun| | 0E

2oz
-
3
F
#

L 2.
X
£

-
JEF =

a0 oml AT




93 L3038 NNHYL IVINIS NLLY4NSYH NINId NLV¥S NAVIEIL
N¥{ TYAOW NYWYNY NI SYNIO ¥YrEaH YNYINTYE NYHY 800

&
i oor 0aE oot | i 1 i I ] ElL L4 Y i & un g Tmn i uresepusy yepen] | 25

e B2

B

b
001 | oor oor |1 1 1 1 un 1 | umn g mm ] apun yepunf | 15

WHIE | BeA [ 00T bHl | @ ki L3 L] 1 Tjen. Lo N LI mn 1R R ] Andagau yEwn] | g

gs1 | EYL ool | # ¥l EE E 4] Jen  GF | wwn g an gp wum 1 uegepessd gEpEn] | Ly

0ot [F43 [ELL}S E | i b ljan g lwn | =n

{e=
5
=
m
=
-
2
3

sy |2ag My [8ns2

oot I un 1 [ uenimpua qejwin] | s¢
arrmarBaday
ool 5 § uawRg qejmng |
HEIACE Jen[ay uzp
i B $6087) P
WER SEUIpICY
wirs-jedzy

i
c8E
=]

g i iy it e HBy o) akliad
4] £t it 7l ) 4] | i | Tl mEs | By
u ! ue| E:ﬁ:i
=g g ng ueep|afusd
Z1 e | 4| il Tl Tl 2 A | | 1 naess | Td
LA UIRLSREE s |
e LY
7l weripakuad e | 1%
UEYZINBEIT
Hued walznpn

k1 oal (2]

- B
2. 2.

8 oot T

Bagesposs
5

22 Bz B2

el | ool L £ el it Tt Al EME BT | TME ET [ nE OET | EmA W




L3 1803 NNHYL IYINIS NELVHTEWH NLNID NLYS NA¥dEEL
K¥({1 THO0N NYRYNYNId SYNIA ¥IHIH YNYINTE NVHY SN0

wswinyop gejen] | £y

ursnE|p
Hued ueFupmray
[ ursodsf gEjuenf | Ey
U nkip

Bl fued ueSoenay
i1 il [§ 1 ofiF] 1 ader | upiede] gejwn| | [o

:
2
g
H
2
£
JD.E:'E;E:
i
i

L8
E

|

==ﬂ=q: Scs

Bz

12 ¢
£z E2
£ E#
g

8

2

g

H

F
Eﬂ

F
i'ﬂ'

F

L

£
iﬂ

F
=-

i

e
¥
i
:
3

u
‘oaE | Il cl | &l £l EiRg 1 | wWRg @

jruuy yEmp
AnyFuaw Bues
Ll Jeieds qujin] | LK
TEYEpE
Hued mpaaion
B L EnsTis
IE izl yipmn] | 95
SENEpEIp DU
nfiedeiua)sd
o ] H ELEGIG SEID
FEEh ¥l BE a5 Weaa Qg | MRSQ . fE urpEyed yejwn] | o5
o kL]

gr | mWun gz urpepesad yejan| | §5

Sw (B das

£
S
:

22
8
2
E
E
g
B
|
B
g
EE

Iuh a5f e 455

¥
g
g%
E
g




BAB Il
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan dalam Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP
Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Inl memuat Penambahan atau pengurangan target kinerja
dan pagu indikatif.

3.1 Rekapitulasi Perubahan Kegiatan
Darl 32 Sub Keglatan yang direncanakan, ada 21 Kegiatan yang mengalami
perubahan. Adapun rincian perubahan kegiatan dapat dilihat pada tabel beribut ini:

Tabel 3.1.
Rekapitulasi Perubahan Kegiatan pada Renja Perubahan
Dinas Penanaman Modal dan Pela Terpadu Satu Pintu Kab n Sinjai Tahun 2021

g g i =
1 | Kegiatan yang diusulkan tidak 11 Target Kinerla dan Pagu Anggaran
mengalami perubahan Tetap
2 | Keglatan vang diusulkan 15 Penambahan pagu anggaran sejumlah
mengalami perubahan 2 keglatan dan pengurangan Carget
kinerja dan anggaran sejumlah 13
kegiatan
3 | Kegiatan yang diusulkan dihapus/ 6 Penghapusan pagu anggaran dan
hilang pagu anggaran/target target kinerja karena refocusing
kinerja pada perubahan anggaran anggaran pencegahan/ penanganan
Covid 19
4 | Kegiatan baru vang diusullan 0
Jumlah Kegiatan 32

3.2. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sinjai Tahun 2021 diarahkan pada pergeseran anggaran antar kegiatan dan
antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan
capalan target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah
dalam dalam ranghka pencapaian target indikator kinerja tahun 2021, Perubahan Renja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun
pada tabel berikut ini:
' . KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN



63 1808 NNHV.L I¥ONIS NALYANEYN LINId NLVS NOV4¥EL NYNEAYTH
N¥Q TYOOW NYIW¥NYNId SYNIG VIS VNVONTS NVHY andad

PO W
u [HETE TN ]
EYEd [ETa]
njey ¥prauiy
L44] HEp
iwsg I | iUl
u wasuy | fempseg
el L] Ry L & ug
S| I iy ol En|jiad | g
L] BERCI]Y mn us LsTun |
ananoed Pl - ] | IEES | SRR Wiy divtiad | BT
Sfa uenap 5] | AR an] | W Iy funpry | demip Jur | wrasig U
ENEuy ia ol | jnB | s | nf e wa | Jgey | madad | Huedes | oprusy | mypedigay
wassag a5 pueg | o oy | @ | nBay | ay | ag [ mmg | wm um | wnBe | eenr ule| tle|e
(N0 01 | wmubsnly mueg | pROTHE [ 00¥OTHT | T 1 T 1] ot| of| wes| eyfunsmy | yepuin| | wasns | edmavay g @z o |1 %
[
08 ) L TR B TR TRy T T e T T 4 -
VOO0 FOIFT | DOPOTRT TPE(maUs HURK (R URIE RS ] B IS0 SR A IRt ¥z |01 |2
B
oa 4
| OO0 000 O FOI¥I | MFYINT TWCOM NYIWYNYRIE W NVON VRTINS W08 0|1|%
i
g +hE08 | ¥oR
ORLF LS 0Ly | WOULISH TYOOW NV IWYNYNSS DNVOIR NVHYLNE NG NYSTIEn 1|z
HVEV NVNVAVTEH NVENMT KVLIVIHEE SVOLL ONVA 811 WM KYHY LN TIRSD KVENMD z
u s
qe | 0 CHE
= pn| @| §ge| @ | g0 (W
wn | %3 | @2 | pns | 93 | & | N i
i.__.".l ___.E_.. Pueg | 5% figag £ |5 & ls |g |we u ey | o u
FE meye [ Eepday qes we | MUERaY
(] g meBay | umegiay Aay IrTH el L T apoy
ey () s nse s ue 1 LT mepiay
ey nifleg H ey nrmsiln g L] Ju
feueq Efrauyy | Hmj [4E eifosy
iryningay | uwepedes jaiie] 1mag g wepede) jaEie) 1| FL T
TTOT UTAjEL | g Tuepig
PUBIAH REW BERIpgEld e 1Z0Z unye} ruesiay Eliaury JoqEyqppu J/uesnup

. IVINIS NLLVANEVE
TZOZ NVEVIONY NOHVL NLNId NLVS VAEEAL NVNVAVTED NVE TYA0W NVWVNVYNED SYNIO
INSH RVHVENEAS YAV NVLVIDEH NVD WYY9048d dvHEd
o ] - EleqeE]




T 11 g :
PR g : g
Eégs %g tgg g
1 I :
= ::
1108 spifadad  galildd 55
s = s lpg l2g T
A E § |
2= |z & 4= |= 2= g
11 ; 1
MEa EE WARE . g !
428 nILEa wAEEe EE ;
2 _Es ks EE |
2= 3 o P e E {
=5Essd g REEBEaf CEEEEed '
23 .5 222zs 283z

). 28.0 3408 988 24,538

enyebenpgaraan Pronosi PFenanaman Modal yang menjad| Kewenanpan Daerah
Pengendallan Pelabsanasn Pemansman Maodal yang mﬂllliﬁmpn xwrah

gl ] e, i,
% AR R
E 1 L1
L Gkl e
e e %
T i —




18 1808 NNHY.L I¥PNIS NALYANEY N (LLNId NLYS N0Yd4TL NYNFAYTS
N¥ TYGON NVRYNYNIJ SYNIO VPUIN YNYONTS NVHYENuad

EIEISE
18Rl
Bauayiag
EYESILIAE
0
LATTE
u
e e
[F T
LIELTRE
u i
ey EUIZLERg
ey b |
en B Tepor trep u
=l wasg | dlapupsn UNIE | FUjEpE
oy o Fusd un | wruag |
[HTEEETN sy e U | mpzued \E | BRI
P I By | FURRbRg Ued | mdgjul | HERERD
SEULH] B T B ol | uepun irrp T
mop ey - Ul o u wag HEpU | miTpEd | mEQ | EpumGEd
DR uEe rwf 1] Bl o | = & | 'm0y U LR FEf WET ELT R
waur | ol i@ ad | od | wp | ny | ewn | rgey | umge | jafuag | wiedeag
e i jetsy | # | P | eng | rg | og | owoq | e sewoog | opolued | e g | f|9|8
DOG IR0 L Funxag mR | FUEIFE | BIUEIRE HHFM._ gtz 1 1| weg | uepeeg | niyems | oo | qepdesy | oo |0 1|z
H
e Epos/ nned ngey yeaaer weydugg 1|o
OO0 R VEML | oeieElrs | epedjsedagmpay Sued oeupeag vy uep nTuEEag [RERacu) UEp Frg Meeopaiiig rzf{ofs]|z)
A
e L]
D00 s UEI¥L | BEUEINL “TV0M NYIYAY RS 15V R0ENT LSS MO ¥ NI A R E o|i|Z
il
EgEl
Fajing
L
mag =g |Epogy ue
o Ry IRURR
[yt EEm uwEla| umeE
ELE dy ey | eyesnied LEUEE U R
Ly @ i | (M) | e wEs
134 u u u | oo fhd | weg | (rpopy EE | uesma 150 | eaamdmag
TEEY Ll T e g 00 | moy | weoeuag | eSuey | e |EEs
|EEjERALY i od | ed | uer | of | oo | ooo | e | uewBey | mEge =8 | pensms
Lo 00000 | wESEaY Bay | @ S Ed o | " | 1 | edep ) ey | oo | Qoo | en | wesadey | emdey | speey uepis | £| L[5 |@
Doo'0oz1s | 00011 |  ymwn| Ul Hva ooeorte | 5| 5 vl v oav | orn | wes | wepunf | ogejunf | yepn] | espaooy [ o f oz oz




PIROGILAM PFENUN|ANGITRLSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA

i " ° I 23 g
; i
2} £] g
3 " : :
E:.agihig ﬁgiiﬁigg §EH§E 5!5
il i g 3. 1!
H i3 £
il : i
HEw Haa ud @ |
N33 o = MEE
= 2 nE.
5 ~53E 8 -JEPf = E5fw
i nﬂ&! EEEEH E!EE
Pojgie I Th
: N ETTETE
— TN
g gﬁﬁéﬁ%is%i Ssishisit i §L§
P oEnalid, bl E fariisi.
‘E MgéaiﬁﬁE;ﬂ'.i‘ﬁfaigississ.g Lishdadd
: Eig.gagg EEEE s %gz
= = k.

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021




BE 1808 NNHY L IVI'NIS NZLYANEVH LINId L¥S NOYdEIL
NVQ TYAON NYHYNY NI SYNIO ¥IaN YNYONTE NYRYVAN )

THEm ==

i
e L] 1
nay fr=upy
En Ml =
el Supy U way uel | odegg | Bty
Edndeay u mEpun Qep -
U winkup mEw | gmeedy | uep | e | Eposdeg
[T | EXIY edey | ened | ueyIayg L
Uy BRIy EN | JBgung el HEU | AL
i ] - W LTETS efaougy | meesd | gy e
Hisediia ) ain u B | asr oy uep | Hagug ueyn | @ma)dw)
gy da v| | e Bl we|ag [wa | fqog | compeny Lty sjEya
umrag | nuaway iy | ng | mg | map | a0 | @ Ry ¢h mAnr | eesd g ur | 511 |n
| DOODOORST | 001 | owdnge e | OTOES | MIEmeERS | 21| JE 1| ¥ |91 |@ar | wes | yHwcsy | yeramj | doyen | Swqung (7| o7 |0 (T |2
i
0 i) @ 501
DOOD0TE L TIO0E | OTORRGE yeaseg JeyBunief uneaciaday jsersurapy FElo |t |7
"
EyEs e
njay [y
rmn HED
LIy U mwag odegag
_-.-.nni o L aep s
uep iz vil gy | weim unyny,
s I ey fa | mepsg | Sy e
i o i L | asuEEg TR
u Elm] - | mag | eRuenay urd | eNerg weande]
(TLEY N uniEgy i il 'y ELT BT lEgn e
ury &= ¥ | e ng | wa Sy | aspujipy W | mowsg | menduag
TR | T sl | G ng | ng A" L v | raodey ue mppis (5| Tlv|8
0000008 ool | uednyEs Brg | oeEret | 096626l | ZL | Zr | TE| 2 (o1 (o071 | wes | doguueg | yepmng | Snyen | wwpuesy | o ez o |1 |2
]
mye .
ey Lasupy
i L&
Efaauny = iy odtjad | OdHS &
windijag b wEp | ESuEmay
uep umgy L URi | e
wem i Ty i | aepag e
S LN BT en i | euEpEg wed | winduag
i rung - u|w wig | eliaEnsy uvd | efljad uEp
TuRdE|ay wiFrilpy L] Bl | 22 oy Ised | uEney LR WE ByE
sy = o |uep [ uex | od |ay | we fauy | ey | uslag | EnEpERg
ey | musmag JEuRL], Tl drF | B | D idad En e | miode] ut e | | rlil@
| ONCRELTE ol | medeay i ] El EL| Z1 |07 | mon | oeg yojuan[ | iy usmElad | O | @2 | 01| T |




¥E L1308 NNHY L I¥NIS NALY4N18¥H NLLNId NLYS NOV4a3L
N¥{ TYA0ON N¥WYNY NI SYNID VrEEaH YNYONTS NVHY 81351

L]
By
njay basumy
©n N
el L w5 odejag
il 0 uEp
uop () L Uk
WEdr | ey lmineun El=TERT
g sERO[y L RS | sy v
u ELN] - ] Iy | asusEpr y | =fEpag
LT ALIE ¥ urnuEgy u u | el EEIY U | nsien LU ] Sy
ey a3 ¥y | U o e ) Sy | weskepad | osemp | eswag | e
SR | NEAw Bl | ng | mg | Eeg | ng (o [ eseg = ue | adaag ar | wrggue | ¢ | 9|1 (48
GO0 Ll o0l | uwdnyey Bur | DOSERS | @O00SETT | TT | E0 [ ZT | 21 |01 |01 | mag | Jesudiay | nojen | deyen | emaduag | o | 0 [0 [ 1|7
d
HjE #
e ] braury
[31] el
wiaury u =iy amuey | odujag
BGRB8 i o ep
g urTLy E18a el | uwany | somiey
uea 1 By wneiin | EEg | umjiog wede
R EEROYY n il uep wey | iuaeg
u rung - o W | R wwy | i L]
EUBEi W u u | ass g u | EEEg uEgn u
iy = i | om u [ o ey (e | ey | eeslepd | ooeep | wewed | ey
Uisdng | mosaLag JSuRL] | 0% ng | omg | Eeg | ng | o | Seed Ll uw | bong u e | 7 wlrle
| OO TR nap | ukdsyE wiag | golsEE [ opESSRPE [ Zr | Ze | gr | Zt |on |egr | was | dwoumay | mpyepy | dnyey | mipadueg g gz | B | LR
o
Byed B
Fijirg anapy
en dmuey el
lazupy u g uen | adejag | souedu
(LI HEN l nfuEg wep | EumBurg
Hep skinaiif] b)) el | ERm weHu
e ] Lol ] wniwn | exaied TEH ] Taaus
FULS EEF) FERD|Y ' igus | e FEu | s
i maeg - u mag | Enmmp 19 | mimag | mRpERE
runiray L U nad ey U | egesin umign 1
ay A i | e s | g | = fqmy | woedegad uFe | wmawEg | uodmmy
BAiRg | uoieg sy | o | mn | smal | & |0 |54 L ue | odwomg e || 9fj1 |8
0000015 oot | wednyey emey | ogso2E |eoseor? | i v | zr ) et |on | oon | weg | Jesuspwy | sus) | doges | epedueg | o | apjefe |2
B
o . #i1
| T 9L Yedaeg) JEIRNEG WAL (SESUEpY prioj1lz




=
z ? | .%
g} s gk
23 § & ¥ £z 1 5 if : § ¢ 4f
E§E§=i§éii ihsi fesit .SEEE,EEaié
31,85 1,00 ¢
- = :
: 3 4
g £ gr
: R £
BEse HEsg
B s HaE
Hin ﬂiw 4
S L - 55 %
Smpye gefps %
£5e 25" :
5288580 .5:85. ﬂsigjsiﬁfiaiﬁq%
: P E1, i
L Rl §
salslainionnalthnaleidsd £
L libadiaded, adufediadil g
3i¢ .3 £
}%Eiﬁcétg. g&iﬁ;iﬁ% z
2.

L=l =

e N a A
L E-H‘ ﬁ-’l.*'
- Ll ] -—'I -

F i

35

:
|
:
%
;
:
:

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021




98 1208 NNHY.L IV¥INIS NALYd8¥ N NLNId NLYS NaVdE3L
N¥{ TW¥A0N NYIWYNYNId SYNIQ VM YNYONTYS NYHY a3

'y
LTI ]
iy [emiry
L]+ meEl
®jzaumg u uraEsg ail igag
raodray u Ep
mep Lminsy Lttt L] (F1.8T: 5]
(T I B33 HEPRp | Uy
TUEN S =2 LT En ikl v wel efininey
. Rime] - = wag | deury | Asupy | eRRpEg weagy
LT T LT Wl ey (TR usgn sy
my aa B | e W ag | e fguy | ommisdo | sepor | muueg EEjiLag
UEsiay | R Jemy | g B | ong | amn | uf |0 | sy en e | pepedad up w|o| 2|78
O 00 TS 001 | weslngeg g | SPPEPL | 00BCeRSE | TT | 2T . B | 0T |e0F | weg | Jesmeey | gejpen] [ dops) | weBuag (g ez o |t [ =
B
le=upy
QJEd
wlimapy u ailepay
LELLL B =ep
BE] LT LRI
U i T | uEag
TR SEFOY Hopmp e
El ] - u AEjUEs Hued | wenjsy
CTERT TN inizp u ELe leig | Jodtey nEym
ury EL u | AN | B | ua msesado ana | sawEg
Ll niEalling sy ng | mg LI g BE | |ogEl W | Qe Ee | 5 RN
il anK umdnye; eueg | o) QrTEreE | 71| 21 od | Z1 | o1 | ool seagepy | yejum| | dnyen | epeluag | o o o 1|7
[
laaary
el E_.i..
aumy u e[ad
LT urp
uep LTl T oy [°]
e i e | oEpe) | eSuoede)
Ll ELN| ELE T HEpa usw | RiaE e
u LT o sEuey Bard | efejag | opFrdadg
PUBSE[aY L] 8L weyn
vy ad otesxdo
Wi | musiag e g t{ilm
] it uad ey alozjolr|x




Le 1308 NNHY L I¥MNIS NALYANE¥H NINI NLVS Navda3L
N¥{ TYA0W NYWYNY N34 SYNIQ ¥rEIH YNYINTY NVHY 103

[
Hiped v
ray baaury
Lo ‘LTl
E|sury o ST odejag
i o ugp
uep S T e Jmuny ursm
R | BTy et s B
I gy L Wil gy
L ey - " g Joury | edrgey | elEpEg Jmauey|
LI LN i i i iy [157] e[ LTI =TT BT
ney an | ¥ u | ng | ua fary | ereniada wrap | ussing | weeinpeg
HIEHRT | R JERLL | e ng | mg | =g ong | D Riag =n ue | adusy ue mER| e | gyn|a
[EL A g uial Umlnyey oty | DORLEL | ABORETE | E1 | TT cF | Z1 | 0T | o0l Wil | deswEphy | mERY | deun | Epedesd |0 | 002 [0 [ D[ 2
a
LT €
ni=g§ ey | Reaury
o AL EFp ugd
wliasng u s qias | odepag
Eaad ey ‘e e ugp
uop WIS i lEp. e Al
el ! By aqRE | Ry agp
jumysag sy n ] uEw | )y EAEQ
il Eum] - i g Jeqoy | enwey | wKejag | JegEng
curiEgag LELE u U | = Iy e | aryn ‘i
vy i mj | =g ] W R | .. faey | mseiado URMP | URR, | R
ey | nzaway JSEAg | gL 1} g | =q ( % | n@ | O wiag L wE | S ur Exef e | 7 wjn|m
| 000'0000sT | 0ol udna®y B | OEFEEL | 0SRESTHT | EI | 2T Ef | E¢ | 0T | BOT weg | deswey | ngyesy | degen | epafey (g [z jofn |2
fl
o (LT an aln
05 LFERLT DIVLEL | $'666'TOF Urdsrd uE s, arsny furjneay esef wrepaiodg rz o1&
— u ER|
L] un L -m"
npE sepap | fsauny | wmnlurg
o Barf 1A ey
Bflaury u wag Jmury | odejag Joguey
g ‘n i ugp T
ump JITLATTHY LT urpary nEDg Hu
Ll 1 1y Humy | pepaag | nynposy
T P sHNeY in nEILiag ugn ¥
o o - L] wayg dmury wun | wlpag | oraeseyg
RLIBK i W o 3 | a5y ‘EEy |eu | EwELf weEyn aep
ury = o | ey 1) o | ag | uw fqesl | apEsaada usp | unisg LT
pE R | U JEURLT, | AR | oma | oNEd | B | D £a3g En gr | puErEg um ug | Ll1tim
OEa00Es ot Ll L] £l T @ i qupmnf | drojey | epelued [ § | o2 o | T2




° 8 8
N 5
gl 3 i
ig 5 & E EOE,
5§EEniEE§§ gﬁﬁggﬁigg ggiggsiéﬁ
MR TR R
1 5 a
% : %
N2 a nis
=F- 5 - als
.5 =8 &2
= T
8E° 25 g,
$:888.58.5.38, |.323.28.1 81 f.3gf.p8.0.18
I 1.2 = e ¥
$HHT Hidl Hid
isdgadfigaiisd faadarbasdilnsd B0l
g E 5555&152 g i‘%,ﬁgﬁ,i i Eggigg-ﬂilj
2 3
Hid }i fjna agﬁiiﬂi!a!ﬂ&i! i.ﬁi
e (A= Re -

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

38

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021



68 1808 NNHY L I¥INIS NLLVANE¥N NINId 1¥S Na¥4¥aL
NV0 TYOOW NYR¥NYNED SYNIO VME3N ¥FNYINTE NVHY BNE 3D

B
o onw on ejoy Juaiedngey gedseg uriuruasay (P JuRs [T Ueurmeeea g I |#¥
00099 ¥ 2R COES9T | OLELET FUREPGE Ml RIE Apedis ) BIE30E UEE LS oy UEp OB e 4 SeueiE)d Frlo|r|z
g
L] o0y i t
OIS IR SOHYST | FULELSE VIO NYIWVNVRE S NVEYVAVTId WY IDEd plLlg®
B e [ edingn
egaup | sy u
Jrap ura | wunfurg
Bl sy i ipadip | odejag nE
windriay Bard ] SrauEy
HRp Uisagy pqEry uvar |- Ewmpen e
WEdD i EiAep B[ oepay | rameg
sy TR g | unpen g aEp
'3 L u Huraeg mun | EAEag EmLng
mirndegayg ey a5l UEES | FEARL) HeEgE (1t 2]
aey = uy | i o | &g i wig)| suad URE | Enuiag | j|pgEgay
e U JEUEL], of | g ed | @ | =g EsrjuE | EwErg u wees (o | & (TR
a oot | wednyey ouEg - poveslEE | 21 | 2| oo | 1| of [ om Epaian, | yepmnf | dnyen | egessd | f | @2 |0 T T
bl
mye v
e | lamary
Led] uwd
iRy U g odejag | ekl
EsodepEg u BRI R u
Zop gy T wynap [ uedoy | eeniurg
U | Eay yriaep fea | wemag aep
umyg SERO{N o Hipw | ymedip uew | soguey
u B - [ g Auwaen Burd | wiving | Jumpen
HirEAR g wnin u E T ‘may MHRY | Joqury ueyE 1P
ey e e | =g | oad ma | ey | eyeced B | wewag | eyl
B AT] Noallag JERRAY | s . - g | g ajum | uf o | =g i Ei.:n t.__.ﬁtu e HEEd | g &l T8
DO OO Sk oot | uednypry mang ¥ITSREET | ZT | 2T 1| 1| or| por| wes | mpadesy | yopmng | dmyen | empewed | o 0z [0 |1




I i :
§ § : i
Eg *Eg Eg
§ Z8g 3 i
Pk, L, ik
i SNTHIN
: : +
E e
; : ¥
=2 N 43§
424 HEE ol g E
=1, -4 EE.
¥ 4 ~AEE. a. k8
2a88 Sl k - g
gk, BE. sf,
F.345.01.5 .45 §.885.30.5.345. 345, 81,845
il I
ggﬂ%llgiigl §%E!E§§=Ei!§;in§§i§§§

E!gsggiggig

%i!:iiiggg} £ : £

SIARHI

Lt

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJ Al TAHUN 2021

%0



BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sinjal Tahun 2021 berpedoman pada Dokumen Perubahan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021,

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan Program dan
Kegiatan yang dilaksanakan cleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Fintu Tahun 2021, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan
dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan
antar program dalam suatu instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan
fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan
antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 ini, kiranya
dapat memberi arah bagi kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih baik lagi.
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